
INSTANSI  : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TUGAS  :  Melaksanakan tugas sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah
FUNGSI  : 1 Perumusan kebijakan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah

2 Perumusan kebijakan tehnis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
3 Pelaksanaan perencanaan, penganggaran , pengendalian dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SUMBER DATA
1 4 5
1  Pemerintahan Umum Program  Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Sasaran
Tersedianya kualitas aparatur pengelola keuangan dan asset 
daerah

Program  Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran
Tersedianya kualitas aparatur pengelola keuangan dan asset 
daerah

Program
 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah

1. Tersedianya regulasi rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang tepat waktu

Sasaran Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
2. Persentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan 
RKPD

Program
 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH

1. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah yang dimutakhirkan

Sasaran
 Terlaksananya penatausahaan keuangan sesuai peraturan 
perundang-undangan

2. Adanya sistem informasi keuangan daerah yang 
terintegrasi dengan SIMDA dan SIMBADA

Program
 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 
kabupaten/kota

Rancangan Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai 
SAP dan tepat waktu

Sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas

Pangkajene,  3 Januari  2016
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,

H. ABDUL MAJID, SE, M.Si
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

URUSAN PROGRAM / SASARAN

 Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

 Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

 Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

2 3
Jumlah aparat pengelola keungan daerah yang telah 
mengikuti diklat tekhnis pengelola keuangan dan asset 
daerah dibandingkan dengan jumlah aparatur pengelola 

 Hasil laporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah aparat pengelola keungan daerah yang telah 
mengikuti diklat tekhnis pengelola keuangan dan asset 
daerah dibandingkan dengan jumlah aparatur pengelola 

 Hasil laporan pelaksanaan kegiatan


